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Abstract This study explores the Islamic legal perspectives on online trading of defective goods, considering
hadiths, laws, and comparisons with positive law, in the context of the increasing electronic commerce in the
modern world. Findings highlight the seller's obligation to transparency and responsibility for defective goods,
as well as the rights of buyers, providing a basis for practical recommendations including enhancing
information transparency, forming policy based on Sharia principles, educating business operators and
consumers, developing dispute resolution mechanisms in accordance with Islamic law, and implementing
technology to improve transparency and compliance. Thus, it is hoped that consumer protection in the context
of online trading can be enhanced in line with the moral and ethical principles of Islam, which in turn will
support the sustainable development of electronic commerce.
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Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi pandangan hukum Islam terhadap jual beli online dengan barang cacat,
mempertimbangkan hadis, undang-undang, dan perbandingan dengan hukum positif, dalam konteks
meningkatnya perdagangan elektronik di dunia modern. Temuan menyoroti kewajiban penjual untuk transparan
dan tanggung jawab terhadap barang cacat serta hak-hak pembeli, memberikan dasar bagi rekomendasi praktis
termasuk peningkatan transparansi informasi, pembentukan kebijakan yang berbasis pada prinsip-prinsip
syariah, pendidikan bagi pelaku bisnis dan konsumen, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang
sesuai dengan hukum Islam, serta penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan. Dengan
demikian, diharapkan perlindungan konsumen dalam konteks jual beli online dapat ditingkatkan sesuai dengan
prinsip-prinsip moral dan etika yang dianut oleh agama Islam, yang pada gilirannya akan mendukung
perkembangan perdagangan elektronik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Barang Cacat, Jual Beli Online, HR. Ibnu Majah Dan Ahmad.

LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, transaksi jual beli online telah
mengalami pertumbuhan pesat. Fenomena ini tidak hanya memberikan kemudahan akses dan
kenyamanan bagi konsumen, tetapi juga membawa tantangan baru terkait dengan manajemen
barang cacat atau rusak yang sering kali diterima oleh pembeli. Dalam kerangka hukum
Islam, praktik jual beli online yang melibatkan barang cacat menimbulkan pertanyaan serius
tentang kewajiban penjual dan hak-hak pembeli yang harus diatur sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah yang berlaku. Perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan elektronik
menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditinjau secara seksama, mengingat perubahan
dinamis dalam perilaku konsumen dan kemajuan teknologi yang terus berkembang (Dr.
Sarman Sinaga, Ichsan, and Nasution 2020).

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengeksplorasi pandangan hukum Islam
terhadap jual beli online dengan barang cacat, dengan merujuk pada hadis dari HR. Ibnu
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2014 tentang Perdagangan. Penelitian sebelumnya umumnya telah menyoroti aspek hukum
positif dalam konteks jual beli online, namun pandangan hukum Islam terhadap masalah ini
belum sepenuhnya dieksplorasi (Syaikhu 2020). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan
dapat mengisi celah ini dengan menyajikan perspektif hukum Islam yang komprehensif
tentang perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik, khususnya dalam kasus
barang cacat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab penjual dan
hak-hak pembeli dalam konteks syariah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap literatur hukum Islam serta memberikan panduan praktis
bagi praktisi hukum dan pengambil kebijakan dalam menangani kasus jual beli online dengan
barang cacat (Dova and Rojalih 2023).

Penting untuk memahami relevansi pertanyaan penelitian ini dalam konteks kekinian.
Pertama, pertanyaan ini penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak
konsumen dalam praktik jual beli online, yang merupakan aspek penting dari ekonomi digital
saat ini (Yusuf, Ashal, and Fadhli, n.d.). Kedua, penelitian ini memberikan kontribusi pada
literatur akademik dengan menyajikan analisis yang mendalam tentang pandangan hukum
Islam terhadap isu jual beli online dengan barang cacat, yang mungkin belum banyak
dijelajahi dalam penelitian sebelumnya (Rohman 2017).

Sebelumnya, literatur hukum terutama fokus pada aspek hukum positif dalam konteks
jual beli online, dengan memberikan penekanan pada kerangka regulasi yang ada. Namun,
dalam konteks pandangan hukum Islam terhadap masalah ini, terdapat celah penelitian yang
signifikan yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Pengkajian yang mendalam terhadap
perspektif hukum Islam dalam hal ini menjadi penting, mengingat keunikan nilai-nilai dan
prinsip-prinsip yang dimiliki oleh sistem hukum tersebut (Fauzi 2023). Penelitian ini
bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan menyajikan perspektif hukum Islam yang
lebih komprehensif tentang perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik, terutama
dalam kasus jual beli online dengan barang cacat. Diharapkan bahwa melalui pendekatan ini,
kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana prinsip-prinsip
syariah dapat diaplikasikan dalam konteks perdagangan elektronik, serta memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai
moral dan etika dalam Islam (Hasan and Si 2018).

Dalam penyusunan diskusi, penelitian ini akan mengulas pandangan yang berbeda dari
para ulama terkait dengan tanggung jawab penjual dan hak-hak pembeli dalam jual beli
online dengan barang cacat, serta implikasinya dalam konteks hukum Islam. Dengan

menyelidiki hadis yang relevan dan merujuk pada peraturan hukum yang berlaku, diharapkan
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penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana
hukum Islam menangani situasi ini. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas implikasi
praktis dari temuan tersebut, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang berguna
bagi pengambil kebijakan dan praktisi hukum dalam menangani kasus jual beli online dengan

barang cacat secara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni sebuah metode untuk
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan analisis secara deksriptif analisis.
Metode kualitatif deskriptif umumnya menggunakan narasi untuk deskripsi sebuah data.
Penelitian ini juga menggunakan sebuah pendekatan kepustakaan, atau data yang diperoleh

menggunakan studi kepustakaan dari karya-karya ilmiah, buku, skripsi dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dengan Barang Cacat
a.  Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Figih muamalah adalah cabang dari ilmu fiqih dalam Islam yang membahas hukum-
hukum yang berkaitan dengan transaksi dan urusan dunia materi. Ini mencakup segala hal
dari jual beli, pinjaman, hibah, sewa-menyewa, hingga kontrak-kontrak dan hukum-hukum
yang terkait dengan keuangan dan bisnis. Ini penting karena memberikan panduan kepada
umat Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah.

Definisi Muamlah dalam arti luas Menurut Al-Dimyati berpendapat bahwa muamlah
adalah;
) DAY L ()5S (5 i) JranEl)
“Menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi”

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa muamalah adalah ketentuan dan peraturan
yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur interaksi manusia dalam hal-hal duniawi dan
pergaulan antar sesama manusia (Subairi 2021).

Dalam konteks jual beli online, prinsip-prinsip hukum Islam menjadi penting untuk
dipertimbangkan agar transaksi tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pertama-tama,
konsep aqd (perjanjian) memegang peranan utama dalam menetapkan kesepakatan antara
penjual dan pembeli. Dalam Islam, sebuah perjanjian dianggap sah apabila terdapat

kesepakatan yang jelas dan penuh antara kedua belah pihak, serta dilakukan dengan
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keikhlasan dan kejujuran. Dalam konteks jual beli online, penting bagi kedua belah pihak
untuk saling memahami dan menyetujui syarat-syarat transaksi dengan jelas sebelum
melakukan pembelian (Pane and Saleh 2022).

Kemudian, konsep 'ayn (barter) juga memiliki relevansi dalam jual beli online,
meskipun dalam konteks modern ini lebih sering terjadi transaksi dengan menggunakan uang
sebagai alat tukar. Namun demikian, prinsip 'ayn menggarisbawahi pentingnya kesetaraan
nilai dalam transaksi. Dalam hal ini, pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang
nilainya setara dengan pembayaran yang diberikannya, tanpa adanya kecacatan atau
kekurangan yang tidak diungkapkan sebelumnya.

Selain itu, konsep salam juga dapat diterapkan dalam konteks jual beli online, terutama
dalam skenario di mana pembayaran dilakukan di muka (pemesanan). Salam adalah jenis
transaksi di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diterimanya di masa
mendatang. Dalam jual beli online, konsep salam dapat diaplikasikan dalam bentuk
pemesanan produk yang belum diproduksi atau belum tersedia stoknya, namun pembeli
sudah melakukan pembayaran di muka. Penting bagi penjual untuk menjaga kejujuran dan
kewajiban untuk memberikan barang sesuai dengan kesepakatan, sebagaimana yang
diamanatkan oleh prinsip-prinsip hukum Islam (Mustofa 2019).

b.  Analisis Terhadap Hadis Dari HR. Ibnu Majah No.2246 Dan Ahmad No.17487

Analisis terhadap hadis dari HR. Ibnu Majah No0.2246 dan Ahmad No.17487 yang
berkaitan dengan tanggung jawab penjual dan hak-hak pembeli dalam kasus barang cacat
mengungkapkan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum Islam terkait perdagangan. Dalam
hadis ini, Rasulullah SAW menegaskan pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap
transaksi jual beli. Pesan ini memperkuat prinsip bahwa penjual memiliki kewajiban moral
dan etis untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi barang kepada
pembeli. Oleh karena itu, dalam Islam, transparansi dan kejujuran menjadi landasan yang
tidak bisa ditawar dalam setiap bentuk perdagangan, termasuk jual beli online, di mana
informasi tentang kondisi barang seringkali menjadi tidak langsung.

Selain itu, hadis tersebut juga memberikan pandangan yang berharga tentang
perlindungan hak-hak pembeli dalam perdagangan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa
pembeli memiliki hak untuk memeriksa barang sebelum melakukan transaksi dan berhak
untuk mengembalikan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh
penjual. Pesan ini menegaskan bahwa dalam Islam, pembeli memiliki kedudukan yang
dihormati dan dilindungi, dan hak-hak mereka harus dihormati dalam setiap transaksi jual

beli. Dalam konteks barang cacat, hak ini menjadi lebih penting karena pembeli memiliki
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kebutuhan untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan kualitas yang diharapkan
(Pranawa, Hukum, and Boyolali 2021).

Dengan adanya hadis ini, muncul tanggung jawab yang jelas bagi penjual dalam
menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Penjual tidak hanya
bertanggung jawab untuk memberikan barang yang berkualitas kepada pembeli, tetapi juga
untuk memastikan bahwa pembeli diberikan informasi yang jujur tentang kondisi barang
tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perdagangan bukan hanya tentang
mencari keuntungan semata, tetapi juga tentang menjaga hubungan yang adil antara penjual
dan pembeli.

Meskipun hadis ini memberikan pedoman yang jelas tentang tanggung jawab penjual
dan hak-hak pembeli, implementasinya dalam konteks jual beli online dapat menimbulkan
tantangan tersendiri. Dalam lingkungan online, interaksi langsung antara penjual dan pembeli
terbatas, sehingga penegakan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan bisa menjadi lebih sulit.
Perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik, khususnya dalam kasus barang cacat,
memerlukan pendekatan yang cermat dan terintegrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan
regulasi yang berlaku dalam perdagangan modern.

c.  Penafsiran Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014

Penafsiran pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
dalam perspektif hukum Islam memerlukan pemahaman yang seksama untuk memastikan
kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Pasal ini mengatur tentang tanggung jawab
penjual terhadap barang cacat, namun untuk memahaminya dalam konteks hukum Islam,
diperlukan analisis mendalam.

Dari perspektif hukum Islam, pasal ini dapat dipahami sebagai upaya legislator untuk
melindungi hak-hak konsumen, yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang
diajarkan dalam Islam. Tanggung jawab penjual untuk memberikan barang yang sesuai
dengan kualitas yang dijanjikan merupakan prinsip yang telah ditegaskan dalam ajaran Islam,
yang menegaskan pentingnya integritas dalam setiap transaksi jual beli (Prasiwi, Darmoko,
and Dr. Karim, S. H. 2020).

Namun, dalam menafsirkan pasal ini, perlu diperhatikan bahwa hukum Islam memiliki
pandangan yang khas terhadap tanggung jawab penjual dalam kasus barang cacat. Prinsip-
prinsip seperti al-'ayn (kepastian) dan al-khiyaru al-majlis (pilihan yang diberikan kepada
pembeli) menjadi penting untuk dipertimbangkan. Dalam hukum Islam, pembeli memiliki

hak untuk memeriksa barang sebelum melakukan transaksi, dan jika barang tersebut cacat
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atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan, pembeli memiliki hak untuk mengembalikannya
atau meminta kompensasi yang layak (GARAIKA, n.d.).

Penafsiran pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
dalam perspektif hukum Islam harus mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, serta
mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dengan
demikian, perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan elektronik dapat dijalankan
secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasar.

Tanggung Jawab Penjual dalam Perlindungan Konsumen
a.  Kewajiban Penjual

Prinsip kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi perdagangan telah ditegaskan
dalam ajaran Islam sebagai fondasi yang tak terpisahkan dari etika bisnis yang benar. Dalam
konteks ini, penjual memiliki kewajiban moral dan etis untuk memberikan informasi yang
jelas dan akurat kepada pembeli tentang kondisi barang yang ditawarkan, termasuk jika
barang tersebut cacat atau memiliki kekurangan.

Dalam Islam, kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan
kepada pembeli tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab hukum, tetapi juga sebagai
perintah moral yang tegas. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya kejujuran dalam
perdagangan dalam banyak hadisnya, yang menggarisbawahi bahwa setiap penjual harus
menghindari praktik-praktik penipuan atau penipuan dalam menyampaikan informasi tentang
barang dagangannya. Dengan demikian, penjual memiliki tanggung jawab moral untuk tidak
menyembunyikan kecacatan atau kekurangan barang yang dijualnya, melainkan harus
memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada pembeli.

Kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan terkait
kondisi barang, termasuk barang cacat, dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari konsep
amanah (amanat) dalam Islam. Penjual dianggap sebagai pemegang amanah atas barang yang
dijualnya, dan oleh karena itu, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kejujuran dan
kebenaran dalam setiap transaksi. Jika penjual tidak memenuhi kewajiban ini, maka dia dapat
dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum
Islam (Hidayat 2022).

Dalam konteks hukum Islam, kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang
jujur dan transparan terkait kondisi barang, termasuk barang cacat, bukan hanya sekadar
aturan hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai moral dan etika yang tinggi

dalam ajaran Islam. Dalam praktek perdagangan, pemenuhan kewajiban ini tidak hanya
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mendukung keadilan dalam transaksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan keberkahan
dalam bisnis, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam.
Analisis Terhadap Konsep Al-'Ayn (Kepastian) Dan Al-Khiyaru Al-Majlis

Konsep al-'ayn menegaskan pentingnya kepastian dalam setiap transaksi jual beli, di
mana barang yang diperdagangkan harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak.
Dalam konteks ini, penjual memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang
ditawarkannya sesuai dengan apa yang dijanjikannya kepada pembeli. Hal ini mencakup
kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi barang,
termasuk jika barang tersebut cacat.

Selain itu, konsep al-khiyaru al-majlis menambah dimensi penting dalam tanggung
jawab penjual. Konsep ini mengacu pada pilihan yang diberikan kepada pembeli untuk
memilih dan memutuskan apakah akan melanjutkan transaksi atau tidak setelah memeriksa
barang yang ditawarkan. Dalam konteks tanggung jawab penjual, hal ini menekankan
pentingnya memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melakukan pemeriksaan dan
memutuskan dengan jelas apakah mereka akan menerima barang yang ditawarkan atau tidak.
Penjual memiliki kewajiban untuk memfasilitasi proses ini dengan memberikan akses yang
cukup kepada pembeli untuk memeriksa barang secara menyeluruh.

Dalam praktiknya, konsep-konsep ini menempatkan penjual dalam posisi yang
bertanggung jawab untuk tidak hanya memberikan informasi yang jujur tentang kondisi
barang, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembeli memiliki kepastian dan pilihan yang
cukup dalam setiap transaksi. Dengan demikian, tanggung jawab penjual dalam hukum Islam
tidak hanya terbatas pada penyerahan barang yang sesuai dengan yang dijanjikannya, tetapi
juga mencakup aspek-aspek yang lebih luas seperti memberikan kepastian dan kesempatan
bagi pembeli untuk membuat keputusan yang tepat.

Dalam konteks jual beli online, di mana interaksi langsung antara penjual dan pembeli
seringkali terbatas, implementasi konsep-konsep ini dapat menjadi tantangan tersendiri.
Namun, penting bagi penjual untuk tetap memprioritaskan prinsip-prinsip kepastian dan
pilihan yang diberikan kepada pembeli dalam setiap transaksi, serta untuk memastikan bahwa
proses pembelian berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
Hak-hak Pembeli dalam Jual Beli Online dengan Barang Cacat
1.  Eksplorasi Hak-Hak Pembeli Yang Dilindungi Oleh Hukum Islam

Dalam hukum Islam, hak-hak pembeli dilindungi secara cermat, terutama dalam kasus

barang cacat atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual. Eksplorasi hak-hak
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pembeli ini memperkuat prinsip keadilan dan perlindungan konsumen dalam perdagangan
yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah.

Pertama-tama, pembeli memiliki hak atas pengembalian barang cacat atau tidak sesuai
dengan yang dijanjikan oleh penjual. Dalam Islam, konsep keadilan menuntut bahwa pembeli
memiliki hak untuk memperoleh barang yang berkualitas sesuai dengan apa yang telah
dijanjikan oleh penjual. Jika barang yang diterima tidak memenuhi standar yang diharapkan
atau cacat, pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut dan mendapatkan
pengembalian dana sesuai dengan nilai barang yang dibayarkan (Panjaitan 2021).

Pembeli juga memiliki hak untuk meminta penggantian barang cacat dengan barang
yang sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam kasus di mana barang yang diterima tidak sesuai
dengan deskripsi atau memiliki cacat, pembeli memiliki hak untuk meminta penjual untuk
mengganti barang tersebut dengan barang yang sama atau setara. Hal ini mencerminkan
prinsip keadilan dan kepastian dalam hukum Islam, yang menuntut agar pembeli tidak
dirugikan dalam setiap transaksi.

Tidak hanya itu, pembeli juga memiliki hak untuk membatalkan transaksi jika barang
yang diterima tidak memenuhi standar yang diharapkan atau memiliki cacat yang signifikan.
Dalam Islam, konsep pembatalan transaksi memberikan perlindungan kepada pembeli dalam
situasi di mana transaksi tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dijanjikan atau
diharapkan. Dengan demikian, pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi dan
mendapatkan pengembalian dana jika barang yang diterima tidak memenuhi standar yang
dijanjikan (Sarwat and Ma 2018).

Eksplorasi hak-hak pembeli ini menegaskan komitmen hukum Islam untuk melindungi
kepentingan dan hak-hak konsumen dalam setiap transaksi perdagangan. Dengan memastikan
bahwa pembeli memiliki akses yang adil dan perlindungan yang cukup dalam kasus barang
cacat, hukum Islam memberikan fondasi yang kuat untuk menjaga keadilan dan
keberlangsungan dalam perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Perbandingan Antara Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terkait

Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Online

Dalam hukum Islam, perlindungan hak-hak konsumen didasarkan pada prinsip-prinsip
moral dan etika yang tinggi, serta hukum yang berasal dari ajaran agama. Penekanan
diberikan pada kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi. Hukum Islam
menegaskan kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang
kondisi barang, serta hak-hak pembeli untuk pengembalian barang cacat, penggantian, atau

pembatalan transaksi jika barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
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Di sisi lain, hukum positif seringkali didasarkan pada regulasi yang ditetapkan oleh
pemerintah atau badan legislatif yang berwenang. Perlindungan hak-hak konsumen dalam
jual beli online seringkali diatur oleh undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur
hak-hak dan kewajiban penjual dan pembeli, serta prosedur penyelesaian sengketa. Namun,
pendekatan hukum positif cenderung lebih pragmatis dan terfokus pada aspek-aspek teknis
dan hukum yang terukur, tanpa memperhitungkan nilai-nilai moral dan etika yang mendasari
ajaran agama.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam tujuan
perlindungan konsumen, pendekatan hukum Islam cenderung lebih holistik dan mencakup
nilai-nilai spiritual dan moral, sementara hukum positif lebih fokus pada aspek hukum dan
teknis. Namun demikian, keduanya memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan
keberlangsungan dalam perdagangan, terutama dalam konteks jual beli online yang semakin
kompleks dan global. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keduanya, dapat diciptakan
kerangka yang komprehensif untuk perlindungan konsumen yang efektif dan berkelanjutan.
Implikasi Praktis dan Rekomendasi Praktik Jual Beli Online Dengan Barang Cacat

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang mengungkapkan tanggung jawab
penjual dan hak-hak pembeli dalam konteks barang cacat, beberapa implikasi praktis dapat
diidentifikasi untuk meningkatkan praktik jual beli online yang lebih adil dan transparan.

Pertama, pedagang online perlu meningkatkan transparansi dalam informasi yang
disampaikan kepada konsumen. Hal ini mencakup memberikan deskripsi yang jelas dan
akurat tentang kondisi barang, termasuk kemungkinan cacat atau kekurangan. Dengan
demikian, pembeli dapat membuat keputusan yang lebih informan dan mengurangi risiko
menerima barang yang tidak sesuai dengan harapan.

Kedua, diperlukan pembentukan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk penanganan
barang cacat dalam jual beli online. Pedagang perlu memastikan bahwa mereka memiliki
mekanisme yang efektif untuk pengembalian barang cacat, penggantian, atau pembatalan
transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diberlakukan dalam hukum Islam. Ini akan
membantu dalam menjaga kepercayaan konsumen dan meminimalkan potensi sengketa atau
konflik yang dapat timbul.

Selain itu, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi penjual dan pembeli
mengenai hak dan kewajiban mereka dalam jual beli online, khususnya terkait dengan barang
cacat. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan atau penyediaan panduan

praktis yang mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam perdagangan elektronik.
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Terakhir, diperlukan kerjasama antara pemerintah, platform perdagangan online, dan
organisasi konsumen untuk memastikan perlindungan konsumen yang efektif dalam jual beli
online. Melalui kerja sama ini, dapat diciptakan lingkungan perdagangan yang lebih aman
dan terpercaya bagi konsumen, sambil memastikan keberlangsungan bisnis yang sehat bagi
penjual.

Dengan menerapkan implikasi praktis ini, diharapkan praktik jual beli online dengan
barang cacat dapat menjadi lebih transparan, adil, dan dapat dipercaya bagi semua pihak yang
terlibat. Hal ini akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan perdagangan
elektronik yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh
hukum Islam.

Saran Bagi Praktisi Hukum:

Berikut adalah beberapa saran bagi praktisi hukum, pengambil kebijakan, dan pelaku
bisnis dalam mengembangkan strategi perlindungan konsumen yang sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum Islam:

a.  Praktisi hukum dan pengambil kebijakan perlu bekerja sama untuk mengembangkan
kebijakan perlindungan konsumen yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam.
Hal ini termasuk memastikan bahwa kejujuran, transparansi, dan keadilan menjadi
landasan utama dalam setiap transaksi perdagangan.

b.  Melakukan penyuluhan dan pendidikan kepada pelaku bisnis dan konsumen mengenai
hak dan kewajiban mereka dalam jual beli online menurut hukum Islam. Ini dapat
dilakukan melalui workshop, seminar, atau kampanye penyuluhan yang melibatkan
berbagai pihak terkait.

c.  Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk arbitrase atau mediasi syariah. Hal ini akan
membantu dalam menyelesaikan konflik antara penjual dan pembeli secara adil dan
transparan.

d.  Menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam perdagangan online,
seperti melalui penggunaan blockchain untuk mencatat informasi tentang barang dan
transaksi secara terbuka dan aman. Ini akan membantu dalam memastikan bahwa
informasi yang diberikan kepada konsumen adalah jujur dan akurat (Ardiansyah 2023).

e.  Melakukan audit dan pemantauan terhadap praktik perdagangan online secara berkala
untuk memastikan bahwa pedagang mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dalam
setiap transaksi. Ini termasuk memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan perlindungan

konsumen yang telah ditetapkan.
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KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, penelitian ini telah mengungkap beberapa aspek penting terkait
pandangan hukum Islam terhadap jual beli online dengan barang cacat. Dengan menggali
hadis-hadis terkait, menganalisis pasal-pasal dalam undang-undang, dan membandingkan
dengan pandangan hukum positif, kita dapat memahami tanggung jawab penjual dan hak-hak
pembeli dalam perdagangan elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi praktisi hukum,
pengambil kebijakan, dan pelaku bisnis. Pertama, praktisi hukum perlu membangun
kebijakan yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum Islam, memastikan bahwa kejujuran,
transparansi, dan keadilan menjadi inti dari setiap transaksi perdagangan. Kedua, penyuluhan
dan pendidikan kepada pelaku bisnis dan konsumen tentang hak dan kewajiban mereka dalam
jual beli online menurut hukum Islam perlu ditingkatkan. Ketiga, pentingnya pembentukan
mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum
Islam agar konflik antara penjual dan pembeli dapat diselesaikan dengan adil dan transparan.
Keempat, penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam perdagangan online,
seperti menggunakan blockchain, juga perlu dipertimbangkan. Terakhir, audit dan
pemantauan terhadap praktik perdagangan online secara berkala akan membantu memastikan
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan praktik jual beli online dengan
barang cacat dapat menjadi lebih adil, transparan, dan dapat dipercaya bagi semua pihak yang
terlibat. Selain itu, pengembangan strategi perlindungan konsumen yang sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum Islam akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan
perdagangan elektronik yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai moral dan etika yang

dianut oleh agama Islam.
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